
Sidang Pengucapan Putusan Pengujian UU Pemilu 
 

Jakarta, 26 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang 

Pengujian materil terhadap pasal 227 dan pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD 1945 pada Rabu (27/10), 

pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi 

dengan nomor perkara 50/PUU XIX/2021 ini diajukan Herifuddin Daulay yang berprofesi 

sebagai Guru Honorer SMK dari Dumai.  

Dalam Permohonannya, Pemohon mempermasalahkan aturan yang tidak berimbang pada 

pasal a quo berupa hipotesis kemungkinan bahwa Surat Suara telah terdapat Satu 

Coblosan Halus, Sebut Coblosan Awal, diterima pemilik hak pilih, digunakan dan lolos 

sebagai surat suara sah tetap ada. 

Dalam Petitum, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Menyatakan materi muatan 

ayat dan/atau pasal 227 dan pasal 229 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 

(MHM) 

 

Tentang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan 
ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan 
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.  
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id 

http://www.mkri.id/

